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P U T U S A N

Nomor 0972/Pdt.G/2014/PA.Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda  yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan 

perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, 

pendidikan D1 Akuntansi, tempat kediaman di Kota Samarinda, 

sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, 

pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Kartenagara, 

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di 

muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Juni 2014 telah 

mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0972/Pdt.G/2014/PA.Smd., 

tanggal  10 Juni 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 

tanggal 30  November 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

1
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda 

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta 

Nikah Nomor : 1164/29/XII/2009 tanggal 30 November 2009.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat 

tinggal di rumah sewaan di kota Samarinda Selama 3 tahun 6 

bulan.Kemudian Penggugat pindah di kediaman orang tua di Kota 

Samarinda selama 1(satu) Tahun dan Tergugat terakhir bertempat di 

kediaman orangtuanya di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai 

Kertanegara Selama 1 (satu) tahun.

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak.

a. (Nama Anak Ke-I),lahir di Samarinda (tanggal) 21 (Bulan) 09 (tahun) 2010 

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa sejak bulan September tahun 2012 rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat mulai tidak rukun,karena antara Penggugat dengan 

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan 

Tergugat sering pergi tanpa pamit dan tidak memberikan alasan kemana 

tujuan tergugat pergi, sehingga sering menimbulkan percekcokan antara 

penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat 

agar tidak mengulangi kesalahannya, namun tergugat tetap tidak 

menghiraukan dan tetap mengulangi kesalahannya.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

tergugat,tersebut terjadi pada bulan  Mei tahun 2013, yang akibatnya 

Penggugat dan Tergugat Berpisah ranjang,Tergugat tidak ijin meninggalkan 

tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan 

tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah 

dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim 

nafkah kepada penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggal kan untuk 

jaminan hidup penggugat.
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8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat Tersebut,Penggugat 

menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama 

Tergugat,oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan 

Agama Samarinda;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada 

Pengadilan Agama Samarinda  agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat 

(Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/

kuasa, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas 

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun 

Majelis Hakim disetiap persidangan menasehati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya dimulai pemeriksaan 

dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1164/29/VII/2009 tanggal 30 

Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 
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Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan 

sesuai dengan aslinya bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman 

dengan penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena 

Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secarah sah pada 

tahun 2009 di Kecamatan Sungai mKunjang;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya 

hidup rukun dan harmonis di rumah sewaan dan terskhir penggugat 

dengan tergugat tinggal dirumah otang tua penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis sejak bulan 

September tahun 2012;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pergi meninggalkan 

penggugat tanpa pamit dan tanpa diketahui tujuannya yang 

menyebabkan mereka sering bertengkar;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 

sejak bulan Mei Tahun 2013, Tergugat yang meninggalkan 

Penggugat dan sejak itu antara penggugat dengan tergugat tidak 

saling menghiraukan lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat 

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah 

mengirim nafkah tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan 

sebagai pengganti nafkah;

Disclaimer
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2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sejak 

lama bersahabat dengan penggugat, sedangkan Tergugat adalah 

suami penggugat menikah pada tahun 2009;

- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah meniikah mereka hidup 

rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak dan anak 

tersenut ada dalam pemeliharaan tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak 

harmonis sejak bulan September tahun 2012 yang lalu;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung 

Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pergi tanpa izin 

penggugat  yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara 

Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya tergugat meninggalkan 

penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 

sejak bulan Mei 2013 dan sejak itu tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat 

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak 

pernah mengirim nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang 

patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini;

                      PERTIMBANGAN HUKUM

5
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas;

          Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas 

menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil 

Penggugat  sendiri tentang domisili penggugat  yang berada diwilayah hukum 

Pengadilan Agama Samarinda, maka dengan didasarkan kepada ketentuan 

pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama  berwenang 

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

           Menimbang, bahwa tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir 

sehingga prose Mediasi tidak layak dilaksanakan, namun dalam setiap 

persidangan Majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada 

Penggugat agar mau rukun dan kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat 

akan tetapi tidak berhasil;

          Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai 

bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat 

dengan tergugat adalah terutama karena tergugat sering meninggalkan  

penggugat, sehingga sehingga penggugat dengan tergugat sering bertengkar 

yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, yang 

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

 Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, 

maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena 

tergugat sering meninggalkan penggugat menyebabkan penggugat dengan 

tergugat sering bertengkar yang pada akhirnya tergugat meninggalkan 

penggugat, sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?;

 Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan 

meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran 

tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, 

sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan penggugat 
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beralasan dan  berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan 

secara verstek;

  Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, 

akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan 

khusus (lex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian 

sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya 

motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan 

perundang-undangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

  Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo 

terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan 

hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai legitima 

persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a 

quo;

  Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P berupa 

fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa telah bermeterai cukup 

dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dan 

materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat 

bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti 

penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang 

sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan 

hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak 

penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak 

yang mengajukan perkara (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a 

quo;

           Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 

saksi-saksi dari penggugat dan kedua orang saksi tersebut adalah orang yang 

dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

7
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  Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari 

saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:

-  Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi 

yang disebabkan tergugat sering meninggalkan penggugat tanpa izin 

penggugat yang menyebabkan mereka sering bertengkar;

- Bahwa kedua saksi mengetahui ketidakrukunan penggugat dan tergugat   

karena kedua saksi masing-masing pernah melihat penggugat dengan 

tergugat bertengkar;

-  Bahwa sejak bulan Mei Tahun 2013 2009, Penggugat dengan Tergugat 

sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah 

memberiri nafkah dan tidak lagi saling menghiraukan;

- Bahwa  dari pihak keluarga telah berupaya  untuk merukunkan penggugat dan 

tergugat namun tidak berhasil;

       Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah 

memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta 

keterangannya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya dan 

mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi 

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan 

karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah 

dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, 

maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dan harmonis dan telah 

dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sejak bulan Juni 

2009 sering bertengkar disebabkan tergugat sering meninggalkan penggugat 

tanpa diketahui tujuannya dan pada bulan Mei tahun 2013, tergugat 
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meninggalkan penggugat dan sejak itu antara pengugat dengan tergugat tidak 

saling menghiraukan lagi;

-  Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun 

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan  

bukti bahwa rumah tangga  antara penggugat dengan tergugat telah pecah, 

telah rusak (broken marriage) yang disebabkan oleh perilaku buruk tergugat 

yang tidak semestinya yakni sering meninggalkan penggugat, yang pada 

akhirnya mereka berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi 

sejak bulan Mei Tahun 2013, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai 

sebagaimana dimaksud  pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975  sejalan dengan Pasal 116  huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

          Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, 

maka telah ternyata rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak 

sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana 

dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan 

antara keduanya membuat tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, 

mawaddah warahmah;

          Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf 

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi 

Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi apabila apabila 

dalam runah tangga sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka menurut pendapat Majelis Hakim 

bahwa dengan adanya prilaku buruk tergugat yang mengakibatkan pertengkaran 

antara penggugat dengan tergugat secara terus menerus yang pada akhirnya 

bermuara pada berpisahnya penggugat dengan tergugat sejak bulan Mei tahun 

2013 lalu dan bahkan tidak saling menghiraukan lagi, adalah patut dinyatakan 

sebagai telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud 

9
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dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

           Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami 

istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

           Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin 

ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj 

al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان ا شــــــتــد  عـــــد م ر غـــبـــة  الز و جـــــة  لز و جــــهــا طــلــق 
عــــلـــــــيــــه  الــــــــقـا ضــى طـــلــــقــــــــة

 Artinya : ”Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada 

suaminya    maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan 

talak satu”.

   Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan 

memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf  (f) 

Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan 

dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis  Hakim   dapat   mengabulkan   

gugatan   penggugat   tanpa   hadirnya   tergugat (verstek), dengan menjatuhkan 

talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan  Pasal   

149 R.Bg.  dan  Pasal   119  ayat  (2) huruf  (c)  Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami 

istri dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum 

Islam, perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu 

(iddah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, 
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diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat 

Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai 

Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan 

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya 

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat),  terhadap 

Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk 

menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana Kabupaten 

Kutai Kartanegara, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp.630.000,-  (enam ratus tiga puluh ribu  rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal  21 Syawal 1435  Hijriyah, oleh kami, Dra. Alyah Salam, M.H. 

sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. 
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masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 18 Agustus 2014 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis 

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, 

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa 

hadirnya Tergugat;

                                                  Ketua Majelis,

                                           Dra. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,                                                Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi.                                  Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.    

                                                                        Panitera Pengganti,

                                                                          Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Proses Rp. 50.000,-

3. Panggilan Rp. 539.000,-

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 630.000,-

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Samarinda, 18 Agustus 2014 

Disalin sesuai aslinya

Panitera,
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Drs. Hairil Anwar, MH.
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